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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

WAKIL MENTERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,
sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-
IX/2011 perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Wakil Menteri;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah
Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAKIL MENTERI.
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Pasal 1

Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

(1) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin
pelaksanaan tugas Kementerian.

(2) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan
kebijakan Kementerian; dan

b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan
strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan
Kementerian;

b. membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak
kinerja;

c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;

d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian;

e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan
di lingkungan Kementerian;

f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian;

g. mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat
sesuai dengan penugasan Menteri;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan

i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang
diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

Pasal 4

(1) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan
atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden
yang bersangkutan.
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